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PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia merupakan makhluk sosial (zoon politicon), mereka saling

membw idupannya. “Dalam melakukan
hubungan @N‘Nﬁlﬁ? lf!lﬁ%uém%i.gmr persamaan dan

4

perbedaan- per'e/&;an dalam  kgg€k gan dan | perbedaan ini

- o~ LR .
dapat ymenimbulkan p a "P’ onflik}.” “Apabila
=y
ketidakseimbangan { A\"’!‘\' ningkat menjadi
e€ahan dalam

perselisihan itu dibiag&an,

kehiddpan masyarakat”.? Oleh k@re gSiaj@tau anggota masyarakat

harus

—_
1

emperhatikan kaidah-kaidag J.} \ a-norma ataupup peraturan-

\-.

B il
peratura tlala asyara

n peratural maksa, yang
ang dibuat
terhadap

yaitu dengan

terhadap kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi maka

hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. “Dalam

! Lalu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui
Pengadilan dan Di Luar Pengadilan, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004),
him. 1

2 C. S. T. Kansil dan Christine S. T Kansil, Pengantar llmu Hukum
Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta), 2011, him. 47

*Ibid, hlm. 33



Penegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu
kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan
keadilan (Gerechtigkeit).”® Untuk itu, jika terjadi suatu permasalahan
hukum maka dalam menyelesaikannya ketiga unsur tersebut harus

ditegakkan dan dijalankan agar manusia hidup bisa rukun, aman dan

bahagia. UN‘VERSlTAS ANDAL AS
Kekuasaan_kehakiman _di"ait'_déTém“Uﬂdang;g ndang [Dasar 1945

(UUD| 1945), secara teg X tentang Kekuasaan

Kehakiman Pasal 24 ; saah kehakiman

dilakukan-oleh sebug ‘\ Jaln. vadan kehakiman

menufut |undang-undang”. Berd meor 48 Tahun

2009 Jtentang Kekuasaan Kehakima } nf Kehakiman

/

\ bundi §Kekuasal

adalah ke rakan peradilan

ra_yang mei
<

akuim-dan-keadHaag a dan Undang-

guna me
945, demi

ek apa dimaksud dalam Undang-

U
Undang D -.,‘-n- B0 -‘ml@m\-

Mahkamah Agung merupaka

lembaga pengadilan tertinggi di
Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Mahkamah Agung terlepas dari
pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Hal itu diatur dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

* Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta : Universitas
Atma Jaya, 2010) him. 207



Undang Nomor 14 Tahun 1985 mengenai Mahkamah Agung. Tempat
kedudukan Mahkamah Agung adalah di ibu kota negara dan wilayah
hukumnya meliputi seluruh wilayah Indonesia. Kekuasaan dan wewenang
Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi, sengketa tentang
kewenangan men eninjauan kembali putusan

2. R/elngadll <aﬁ\%ﬁ%mlz:$tﬁiﬁﬁhﬁlqus etapl, inta maupun

|
ti A lembagartinggi negara; |
3. Mémberikan nasihat hukugs bagal képala negara
u pemberian dag
4. Menguji secara angan di bawah
undang-undang;
5. Melaksanakan tug dang-undang.
Sedangkan 4 (elpa ayaiBawal Mahkamah
Agung yaitu :
1. Peradilan Agama
ndang-Undang
dang Nomor

@hor 7 Tahun

undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau

kabupaten.

> Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafindo, 2008)
Cet-8, HIm179-191



2. Peradilan Militer
Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1997. Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata, yang meliputi Pengadilan

Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan

Pengadil UW&E%ITAS ANDAL\AS_
3. Paraffilah TataUsanaNegara

Dalam lin - pegara | ferdapat dua
g - 54 " g p
lembaga kekuasaag "’q“?‘ 1 a UBsaha Negara
o A |
dah  Pengadilan ( “‘., \ yang berfungsi

3

sebagai_peradilan yang me n {menyelesaikan

sengketa tata usaha negara. ] \

4. ilan 4R '_,_..f"'!j \"-.._‘__

ga pelaksana

padg/ umumnya.

T .":-1 engadilan
NGy

sKiToan. Peratian-Ormusn BRANGEiliki 6 (enam)
S i

pengadilan khusus dibawahnya Pengadilan Anak, Pengadilan Hak

Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga,
Pengadilan Perikanan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Keberadaan
Pengadilan Hubungan Industrial atau perburuhan yang dikenal dengan

Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI)


https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_anak_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_hak_asasi_manusia_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_hak_asasi_manusia_di_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Niaga
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Perikanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tindak_Pidana_Korupsi

telah disetujui dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia (DPR RI) pada tanggal 16 Desember 2003. Tepat sebulan
kemudian, tanggal 14 Januari 2004, UU PPHI diundangkan oleh Presiden
menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial, dan akan berlaku secara efektif setahun

kemudian.®

kerja/ buruh
hubungan
n industrial

ang Nomor 22

dan Undang-

Kerja pada

QAT Perbugihan.Pusat/Daegah (P4P/D).

dte PAD /f‘“\bl Na : Y3 i
e —PZAP/Dx dinjlai—sudal™tid& Sesuai dengan
=\

kebutuhan masyarakat dan e penyelesaian perselisihan yang

cepat, tepat, adil dan murah.’

® Surya Tjandra dan Jafar Suryomenggolo, “Makalah tentang Sekedar

Bekerja? Analisis UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Indusrtial: Perspektif Buruh”, Jakarta, 19 Maret 2004, him 3.

" Della Feby dkk, Praktek Pengadilan Hubungan Industrial: Panduan Bagi
Serikat Buruh, (Jakarta: TURC, 2007), him 2



Ide dasar pembuatan UU PPHI ini untuk menciptakan mekanisme
penyelesaian perselisihan perburuhan yang lebih tepat, adil, cepat dan
murah, diragukan akan bisa efektif, karena rumusan UU PPHI justru dinilai
tidak diarahkan kepada ide untuk membuat mekanisme peradilan yang tepat,
adil, cepat, murah tersebut tidak tergambar dalam pasal-pasal dalam UU

PPHI'EM\NQIEWWS I %m\tenguenempatkan
S

penyelesaian| perselisihan " perburuhan” pada—wilaya

=
=0

ukum perdata

merupakan suatu bukti b al ini diwakili oleh

Kemehtrian  Ketenag buruh dari
kesewenang-wenanga ‘\ apliustrit merupakan
hubungan antara pengusaha da Nilayah hukum

perorangan (private). Apabila 'Peng }|\ da ruh dianggap sebagai
)

gurth hanyalah

perorangaigmiRigadalah pandangaaty g

=<
et

perorang £ %‘,u

orga ~ ,,.é -' tidak bisa
digo kf‘l?‘a 0 3 mf(:-"v—(é’ ang besar,

pakan sebuah

permasalahan,

pabita

yang \mamplt—mer
Sh
A@n kum. ’

X K
meskipuntiakat] m IS8
(auAyl “Pengadilan Hubungan Industrial

Pasal 1 angka 17 PPH

adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri

8 Parto, “Perangkap dalam UU PHI Bagian II” Bintang Buruh. Edisi
November 2005, him 9

*Position Paper, Focus Group Discussion (FGD) “Kritisasi Sosio-Yuridis
mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial” YLBHI, Hotel
Cemara, Jakarta 23-24 November 2005



yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap
perselisihan hubungan industrial”. Sebagai pengadilan di lingkungan
Pengadilan Negeri, hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata
dan konsekuensi pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial

mengikuti regulasi eksekusi yang berlaku untuk Pengadilan Negeri, kecuali

uu PFM"T)@'E\Q@WHS %tﬁiw salah satu

wujud| penyelesaian—suatu  perselisihan, “sebabsalah ewenangan
pengadlilan adalah meq  perselisihar Pasal 50 Undang-
undang Nomor 2 Tal "‘af‘ﬁ)* m| menegaskan,
“Pengadilan Negeri B8 ‘\ ‘\“";? r\) , 'mémutus, dan
menyglesaikan perkara pidana d \ at peftama’.

Hukum acara perdata yang be Negeri adalah

) 'K-« PEngadilan

HIR erzieAemlndoNnesiSChmf J AmBBam(Rechtsreglement
et
Buiteng |, berlal ptuk dangkan RBg

. nenegaskan,
ﬂgu ial adalah

Umurﬁ, ‘v i v"@ﬁm

Putusan mempunyai kektatanhdkum tetap apabila tidak ada banding
terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, putusan verstek yang tidak
diikuti perlawanan banding yang tidak diikuti kasasi, dan putusan kasasi.

Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus

dieksekusi, tanpa eksekusi perkara diangap belum selesai. Dengan



demikian, dalam perkara perdata eksekusi merupakan kewajiban yang masih
harus dijalankan oleh pengadilan sebagaimana yang diisyaratkan dalam
Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman (UU KK) yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan putusan
pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita

dipimpin ol 9 ﬁ&éﬁgms %ﬁia‘\si,q yat (3) UU KK

menydtakan | bahwa— “Putusan = pengadilan—_dila sanakan dengan

memperhatikan nilai kegg

-

Selain aturan "'h ‘w sebut, ketentuan

! ~Qvd

eksekuisi-juga diatur | ~)

3

B HIR dan Pasal

224-225  HIR. Eksekusi atas elah | mempunyai

kekuatan hukum tetap penyelesaian S

erharap de

=<
)

!il Sengkef@ di Pengadilan, dimana
)
|

pihak | yangmieran ekusi tersebut,

maka [did n bleh putusan

Pengadi - ikappihak yang
dika % mall atd N u -'ﬁﬁ‘/f' adilan

dengag : --ﬁ aka _imengajukan

- U GSh
permoho N < 4--‘m kan Putusan
"""\\Q

Pengadilan itu”. Kemudian Ketua adllan Negeri memanggil pihak yang

kalah dalam hukum serta melakukan teguran (aanmaning) agar pihak yang
kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu
paling lama 8 (delapan) hari, sehingga dapat disimpulkan, eksekusi adalah

tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang



kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara menjalankan
Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.'°
Tabel 1

Jumlah Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Tahun 2014-2016
di Pengadilan Hubungan Indusrial Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang

NO Belum

No | Tahun f_liggtan_-—dan—/-——Dama-i-.Elw Dieksekusi | Ket.
1 A » dinda g Dalam
proses
2 14 Dalam
proses

3 g
Sumber | Data diola ap Hubungan
Industrial pada ngftahun 2014-

2016

Data penelitian penulis @i F i\ in pungan Industrial pada
Pengafilan Negeri Klas 1A Padang dar | 2014, 2015 dan2016. Tahun
2015 quﬁua di Pengadilan
al 8 (delapan)

i Verklaard

pekerja namun perkara
dalam proses. Pada Tahun 2016 ini ada 55 (lima puluh lima) perkara
Perselisihan Hubungan Industial yang masih dalam proses pemeriksaan

Pengadilan Hubungan Industrial, serta proses Kasasi di Mahkamah Agung.

' Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang
Perdata, (Jakarta : Sinar Grafindo, 2005), HIm 5



Perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Tahun 2014 ada 14
(empat belas) perkara yang disidangkan, 7 (tujuh) bersifat damai dan 7
(tujuh) perkara pengadilan menghukum perusahaan untuk membayar uang
pesangon kepada pekerja, namun dari 7 (tujuh) perkara tersebut hanya 1
(satu) perkara yang dijalankan oleh perusahaan dengan suka rela yaitu

perkara No N &%ﬁ’g'ﬁ@ﬂﬁ)wns yang baru

diberikar ol(/perﬂsahaan “pada’ tanggdl"%Agustus 2016, itupun tidak

seluruhnya sebagaima - an oleh [ Perusahaan,

-~
kerend (Novelis tida casl N) Pengadilan maka

"\N\
\3 )

selebihnya perkara lain perusz au jmenjalankan

Novells terima saja p sepenuhnya, dan

perintah - pengadilan dan pengdadila } gsWlitan untukl melakukan
penggugat

I
an
<

.;I ni-tentu-Derbeg hsd, pengadilan

ga | N tersebut.

.f

eksekuis )nan eksekusi

kepada

’-m 9‘4 PHI20144 S=PEN/S04 BB yang dibacakan
pada tanggal 15 Januari 201 ) uatkan dengan putusan Mahkamah
Agung Nomor : 178 K/Pdt.Sus-PHI1/2015 tertanggal 30 Maret 2015. Dalam
putusan itu disebutkan Pengadilan menghukum Tergugat (Perusahaan)

untuk membayar uang pesangon 2 (dua) orang Penggugat 1 (satu) kali

ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

10



2003 masing-masing Rp. 25.702.500,- (dua puluh lima juta tujuh ratus dua
ribu lima ratus rupiah) serta menghukum Perusahaan untuk membayar upah
yang belum diterima atau upah proses dari bulan Juni sampai dengan bulan
Desember 2014 selama 7 (tujuh) bulan masing-masing mendapatkan
sejumlah Rp. 8.940.000,- (delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu

ruplahMgRgms Rﬂi Ma Tergugat

(perusat aan)/uamurr‘sampal saat ini perusahaan tetap | tidak mau

membayarkan hak-hak pe -~ -

gug ﬂ\*‘\ a) ofang pekerja,

—_—
"?.’\ ‘- kan Pemutusan

secara § Bum| Hasil Raya.

Permasalahan ind

yang bernama Emia

Q

Hubungan Kerja (PH

Emianis sudah bekerja pada perusaha }

\ seblt § 17 (tujuh |belas) tahun

/ .
armawati, telah

am Mei 2014,

an hak-hak
""“ ’T”:/"j nghargaan

/’ pa tunjangan
kesehata - pefuraatiar -*'3--- pat] ‘-5 edua pekerja

,)&//‘5‘\""“

mengadukan nasibnya kepada B 0sial dan Tenaga Kerja pemerintahan
Kota Padang untuk dilakukan proses Tripartit.
Setelah melalui proses mediasi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

pemerintahan Kota Padang, mediator mengeluarkan anjuran berupa

rekomendasi agar perusahaan membayarkan hak-hak pekerja setelah di PHK

11



sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (UUK). Namun perusahaan tetap tidak mau menjalankan
ajuran tersebut sehingga kedua pekerja mengajukan gugatan Perselisihan
Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Klas 1A Padang tanggal 9 Oktober 2014 yang terdaftar dengan

Perkara N Man tuntutan
VRSP AN,

sebag irl;ana _yang—diatur dalahi"—UUK“padaqntmyi agarf perusahaan

membayarkan uang pe sgjumlah Rp.

26.417.700,= (dua pu ﬁ"ﬁ) s ribli tujuh ratus

rupiahl) |serta upah pE@s “ “i‘ .960.000,- (lima
juta sgmbilan ratus enam puluh

Proses persidangan di 'Peng }I \ _ Inddstrial pada

sanya masing-

masing, tidak adanya

la pekerja

S u ,u.-n.) ,qu"'-n H \= Hakim telah

membacakan putusan pada tang esember 2014 dengan amar putusan
yang pada intinya menghukum perusahaan untuk membayar uang
pesanggon pekerja masing-masing sejumlah Rp. 25.702.500,- (dua puluh

lima juta tujuh ratus dua ribu lima ratus rupiah) serta membayar upah proses

12



masing-masing sejumlah Rp. 10.430.000,- (sepuluh juta empat ratus tiga
puluh ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Klas 1A Padang ini, perusahaan mengajukan upaya hukum Kasasi ke

Mahkamah Agung yang terdaftar dengan perkara nomor 178 K/Pdt.Sus-

PHI/ZWWA@%?WS EA da hari Senin, 30

Maret] 2015 /rnemberrkan putusan - terhadap- «perkard tersgbut dengan

mengambil alih  pertigg Lt Facti dengan
-

..\\

baiki - besar ) mar| putusannya
«- =
B8 3 ' ° membayar uang

3

-

mempe
berbumyilyang pada

o[

(=

pesan@gon_pekerja masing-mas ,1 (dua puluh

lima juitaitujuh ratus dua ribu lima rat } Prah) Serte. membayaif upah proses

|

puluhyri . eferima uang

masing-masing-sgjumian Rp. 8.940 pilan ratus empat

setelah di aypuluh empat

mempun .r. ar~h _ ~. pisiae), pekerja telah
mengajukan permohonan eks ggal 29 September 2015, sehingga
Pengadilan telah memberikan teguran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada

tanggal 28 Oktober 2015 dan 4 November 2015 kepada Perusahaan untuk

13



menjalankan putusan™, akan tetapi surat teguran tersebut tidak ada
ditembuskan pada Para pekerja, sehingga pada awalnya para pekerja
berprasangka Pengadilan tidak ada memproses permohonan eksekusi
tersebut sehingga pekerja mengadukan permasalahan ini Pengadilan Tinggi

Padang serta Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat karena Pengadilan

tidakm RN\IBE nkan oleh pekerja,
LAs
barul Pengalguanemem‘buat Relas Pangg‘iarrAanmanng (peringatan) lagi

kepada perusahaan unt .-\ adilan pafla tanggal 7

September 2016, akag t‘ﬁ'\ tetap tidak mau
: —

menjalankan putusan Q )\\

3

Dengan demikian para pe apatkan kepastian

hukum dengan asas sedehana, cepat M penyelesaian

J

: \ aya'riflgan dalar

an  Hubungan

end Pengadilan

ya untuk

Industrial"onrhei1a ﬂg}.--m. sdoaRan-pltusan sehingga

menjadikan dasar bagl pen memfokuskan penelitian pada
“EKSEKUSI PUTUSAN KASASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL PERKARA NOMOR 178 K/PDT.SUS-

PHI1/2015 DI PENGADILAN NEGERI KLAS 1A PADANG”

1 Berdasarkan buku induk register Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Padang tahun 2014
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B. Rumusan Masalah
Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah
yang akan dibahas adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana Penyebab Perusahaan tidak mentaati Putusan Perkara Nomor :

178 K/Pdt.Sus-PH1/2015?

2. Baga%éﬂgkﬁhﬁ%ﬁqs sasi Penyelesaian

Persél sihar/uubbrrrgaﬁ__lﬁﬁsfrial_Péfkara~—Nomg£ . 178 K/Pdt.Sus-

PHIR015?
3. Bagaimanakah lang mengefektifkan

pelaksanaan putusa

C. Tujuan Penelitian

Berdas ﬁrkan judul dan perumusan Jas / i kakan di atas,

b4

maka tujuan

1. Untt idak mentaati

\ ';— i "'4 si Putusan

exkara Nomor :

3. Untuk mengetahui dan menganasis langkah yang harus dilakukan untuk

mengefektifkan pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teori

15



a. Untuk melatih diri melakukan penulisan dan penelitian dalam bentuk
karya ilmiah berupa tesis.

b. Untuk pengembangan hukum acara perdata khusus Perselisihan
Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri.

c. Untuk 9 ;ﬁ@éﬁgﬁ*ﬂ@'ﬂww dan praktek
o TYPALAs

yang terj’a,d,i,dilapan‘géﬁf_ —
d. Wntuk mengetahuigs L DUliSaL pada perdata umum
dengan perselisii ‘\a)\

( ~
}w )

arapkan hasil penelitig pemikiran dalam

2. Manfaat-Praktis

a. Di

pe ingkungan | Pengadilan

b, atau referensi
-
. MemBerta sumba 1 pergetahua  = pembaca.

1. Kerangka Teoritis

Kata teori berasal dari kata eoria yang artinya pandangan atau
wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan
sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan

dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.

Teori dapat digunakan sebagai asas dan dasar hukum umum yang menjadi
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dasar suatu ilmu pengetahuan: teori kekuasaan, teori keadilan. Teori dapat
juga digunakan untuk suatu gambaran masa depan.*?

Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan
pandangan, pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan

kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan
menjabarkan hipetésis- inaigsia) et P K3y dapatdikajiv S

UNIVERSTT wﬁwﬁﬁ@
Adapun teorl-tggr;yaﬂgﬂl“ﬁakal dalam penelitian-ini.adalah:

a. Teofl Kepastian Hu —~—
.~

Kepastian hu ﬁ-ﬁww‘ anyajaturan yang

~M
‘\’j -
\

atau] tidak boleh dilakukan, nar

bersifat- umum mergln Q ) apa yang boleh

=

hukum bagi

individu dari kesewenangan pemerin

\; endiddhgan adanyd aturan yang

i

bers it individu _dapat:
e
e

h-0len-heqe

||
/|
|

yang boleh

dibe

Poggmatik, yang

K ' A
karena . o o,,mj\\ kumpulan

aturan. Bagi penganut alira =tdjuan hukum tidak lain dari sekedar

menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu

diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu

2Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Edisi Revisi, (Yogyakarta, Cahaya
Atma Pustaka, 2012) him. 4

“lbid, him. 5

“Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori dan lmu
Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) Cet. 3, him 341
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aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum
membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan
atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian®.

Menurut Gustav Radbruch, sebagaimana yang dikutip oleh Khairani

Kepastian hukum merupakan salah satu dari cita hukum. Karena cita

UNWE@K%WW?%% AILAS. a_dipisahkan satu

perstu. Cita_hukum-itu terdiri dari 3 (tiga)-asek yang harus ada secara

proporsional, yaitu TRe htssicherheit), (2)

Kema

faatan (Zwecks "‘n,‘?‘ 3 tigkeit), sehingga

A
40\ L
3) )

Kepastian hukum mengifg dilak$anakan dan

ketiganya harus ada

/ \

pangan spastian _ kil

ret dan tidak boleh ada

ditegakkan secara tegas bagi setiap a Ko

berlmmpeilingingan kepada

justi€i {dan hal ini

| ada untuk

tan dari
. l.‘__-_-..: - di, dalam

Sh

pelaksanauA Ufeu|pehegaRam huks woBARESERAN di dalam

masyarakat.'’

“Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu kajian Filosofis dan
Sosiologis, (Jakarta : Toko Gunung Agung, 2000) him.82-83

18 Khairani, Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing, (Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2016) him. 16

1" Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika,
2010), him 135
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Kepastian hukum tersebut dalam masyarakat dibutuhkan demi
tegaknya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan
menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan setiap anggota
masyarakat akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim

sendiri. Keberadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam

suasana ke an i a stian masyarakat akan
ONIVERSITASANBAT 2 s
hidup gman dan tentram sesuai dengan aturan-gitengah masyafakat.

Tidak berfungsig

e

Ak i inya di dalam praktik

merypakan- masala "‘r?-.w-
\

y upur} pengusaha.
Kebanyakan orang ehidupan sehari-
hari fharus _menghadapi kekug entang apa yang

mergka. alami maupun yang aka

n }’t\ adapilf Kepastian hukum yang
MunEu lwsé heiupa kepastianght Im efikal belaka,

m para pihak

) g
T4 iAo . metakakaR ek -8 :. eftu tidak ada

kepastian hukum bagi peke ptuk mendapatkan hak-haknya setelah
bekerja pada perusahaan belasan tahun lamanya, kalaupun jelas aturan dan

pengadilan tidak mengabulkan gugatan pekerja bahwa perusahaan

8 M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan
KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2006) Edisi Kedua, him 76

19 Jan Michiel Otto, Kajian Sosial-Legal, Terjemahan : Tristam Moelyono
(Bali: Pustaka Larasan, 2012), him 120
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diwajibkan membayar hak-hak pekerja maka pekerja tidak akan
menunggu-nunggu dan bolak-balik mengurus pekerjanya sehingga waktu
dan biayanya habis untuk mengurus perkaranya untuk mendapatkan hak-
haknya yang bisa dipergunakan setelah selesai bekerja pada perusahaan.

Pekerja telah menunggu waktu + 4 tahun setelah diberhentikan oleh

P W i b . - i hasil keri
erusanaa UNUNWAYS ﬂlﬂlﬁlﬁal.As atl hasi erjanya
Sana

yang telah | bekerja—+ 15 (lima belas) tahun-bekerja disana. Hermasalahan

ini juga telah diputus @

-~ LTS ang suka tidak suka,

"'rﬁ Y elaksanakan atau

.l b

membayarkan hak- *‘, : ~.’~ menjalankan,
\

mestinya pihak yang

lalu @imana kepastian hukum

Semakin baik suatu negara ht '\ perflingsi maka semakin tinggi

!

|

.f'} |
Sebal
e

megara tidak

aka kecil pula

gkat kepastian

INO-Mepentt

instansi(ketatitbagaar --@“u\@m_
RNEE
dag yang bersama-sama dengan hukum

serta menerapkan hukum
membentuk sistem hukum, dan ketiga dari lingkungan sosial yang lebih

luas, faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial budaya.?

20 Jan Michiel Otto, Op. Cit, him 122
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b. Teori Badan Hukum

Teori Badan Hukum dalam ilmu pengetahuan hukum timbul

bermacam-macam teori tentang badan hukum, yang satu sama lain

berbeda-beda. Berikut ini dikemukankan 5 (lima) teori yang sering dikutip

oleh penulis-penulis ahli hukum?*:

M

flenurut-teofi ini badan

Badan huk

N &

Q)

n

esungguhnya tig

ayangan sebag |

<

um_seperti manusia. [

ya manusia selaku subjek h

b

Menurut teori ini

L. Teori e oo
LA UNIVERSITAS ANDA| 4 o
huku m-itu-semata-mata

1K akni
J\ \ 1

PO
=
A

etapl afang men

- ’J

i |

bautan negara

sg@suatu  yang
kannya dalam

kdn perbuatan

menurut alam

ptakan dalam
iperhitungkan

all ada subjek

apak‘melakukan

~ anusia saja yang menjadi subyek

hukum. Namun ada kekayaan (vermogen) yang bukan merupakan

kekayaan seseorang, tatapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu.

Kekayaan yang tidak ada mempunyai dan terikat kepada tujuan

' Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseorangan,
Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung: Alumni, 2004), him 7
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tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Disini yang penting
bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus
dengan tujuan tertentu. Karena itu, meurut teori ini tidak peduli
manusia atau bukan, tidak peduli kekayaan itu merupakan hak-hak

yang normal atau bukan, pokoknya adalah tujuan dari kekayaan

tersebu U \\’EE_SLT__AS_J_Q_EDéL\AS_

—

gan— &

Menurut teQuimi ATUNSEPe I manusia, menjadi

jelmaan yang "‘q‘aww nfyaitu “eine

-
D
-

leiblichgeistige @ Q erjadi  suatu

o
m!
D

erbandpersoblich  keit” : membentuk

Kehendaknya dengan perantara !. at-aldt @tau orgar

tann atakemeRgEUSNya seperti

organ badan

n | perantaraan

mull endak itu ditulis
N, pmm )

ﬁ.‘; A amat ¢ehend dari badan

| o ﬁ‘g EDJ An N

Padin REKUAT Y .@m S
Bacs wﬁ‘, ostrate{Ti

(hak) yang tidak bersubygk.-Tetapi badan hukum adalah suatu

organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam
pergaulan hukum, yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan
peralatan alat-alat yang ada padannya (pengurus, anggota-anggotanya)

seperti manusia biasa yang mempunyai organ (panca indera) dan
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sebagainya. Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum
bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum
bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubyek, tetapi badan
hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti

manusia biasa.

: TW@R@% lQ(iﬂectlv ry)

’I,e,n,uLu%fteorl ini hak dan ‘kewaﬂban badan ukum pada

hakikatnya adala ba faraanggota bersama-sama.

.,«\

Kekayaan bada ! bersama seluruh

\ )
anggotanya. Oranfsoks ‘1 ‘ rupakan suatu
Kesatuan dan membentuk 3 \ an badan hukum.

\
e
D

h karena itu badan hukum l sudtu§konstruksi pyuridis saja,

.f

|
Al

[ hakilcataya, badan suatu yang ab ak. Teori ini

padan hukum,

D .__' |

A ‘Lur 10 000 WCURT, OF

el

Vierekd ,.r‘ﬁn. al

~¢“=\ ==

. Teori Kenyataan Yuridis

Menurut teori ini badan hukum dipersamakan dengan manusia
adalah suatu realita yuridis, yaitu suatu fakta yang diciptakan oleh
hukum. Jadi adanya badan hukum itu karena ditentukan oleh hukum

sedemikian itu. Sebagai contoh, koperasi merupakan kumpulan yang
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diberi kedudukan sebagai badan hukum setelah memenuhi persyaratan
tertentu, tetapi Firma bukan merupakan badan hukum, karena hukum
di Indonesia menentukan demikian.
c. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nila-nilai

yang terja UN%WF%WA@% mm;mmak sebagai

rangkaian penjabaran- ﬁﬂéi_ﬁhéb—aﬁﬁrrf‘un’tukmgggjptaka1, memelihara

dan jme 1 2 Penegakan hukum
merdpakan suatu sSiste crasial afnilai dengan
kaidah |serta prilak | aldals8rsebut kemudian
yang dianggap

menjad

pantas rfujuan untuk

mencipiakanymenmeki serfipertanahkanskedaing :

ada pola isolasi

*?%Q an dengan
§ I terhadap

addllVa % v
AdTyS Vahgediatiggan) sebaodi gangguan

. Pada masyarakat yang mempuyal taraf stigmatisasi yang relatif tinggi
atau cap yang negatif pada warga masyarakat yang pernah
berhubungan dengan penegak hukum.

4. Adanya haluan tertentu dari atasan penegak hukum agar membatasi

hubungan dengan warga masyarakat, oleh karena ada golongan

%2 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum. (Jakarta: Ul Press.1983) him. 35
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tertentu yang diduga akan dapat memberikan pengaruh buruk kepada
penegak hukum?.

Ketika pengadilan tidak mampu menjalankan putusan perselisihan
hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tentu adanya
ketimpangan penegakan hukum, karena dari awal para pihak yang

ber:kj‘sw Wsahaan yang
Inya Nﬁ-ﬁ%ﬂ‘ﬁ MMMB engadijlan. Perkara

perdata lain d| Pengadllan deng@h ivid déﬁgan individu dengan
mudah saja pengadila 1 ek o i n gengan bantuan
A3 Ty

pihak  keamanan. S "’s"]‘ ‘ dalam penegakan

( a

hukdm | yang adil, in0Ys da endapatkan
perlakukan diskriminatif dalamfpe
. Teo eradilan
orgl mengenai

stoteles sudah

Kaidah-kaidah
38 ecara adil
guh sunguh

Keadilan menurut Aristoteles adalah: “Setiap orang memperoleh sebanyak

mungkin apa yang menjadi haknya” dan Aristoteles membedakan antara

keadilan distributif dengan keadilan komutatif. Keadilan distributif

% Ibid, him 70
2% 1d.m.wikipedia.org/wiki/keadilan diakses pada tanggal 25 Agustus 2016
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merupakan keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang menurut
jasanya. Sedangkan keadilan komutatif ialah memberikan kepada setiap
orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perorangan dan
tujuan hukuman menurut Aristoteles adalah untuk mewujudkan keadilan.

Keadilan merupakan istilah yang diberikan kepada aturan-aturan

yang meli 5 \I\\ ‘Wgﬁgﬁyﬂg %Wﬁﬁ\ eLs.A'S bagi kesejahteraan
perla

masy raFakat ,glaim#rarrﬁ_ﬁﬁjk mErWe@‘&ng«}anjL_ _di kukan dengan

setara | dan sebagainy; konsgp mengenai

perlakuan setara ia} bergantung

sepenuhnya pada ke

—_
i

inya tidak ada

perlakuan  yang bersifat diskriming an. e i sikap tidak fair

o
1S5

(unfairpe gngan sistem

hukdm elek Negers cammon law

=)

; dilan yang

putusan.

% Karen Lebacqz, Teori-teori Keadilan,(Bandung: Nusa Media, 1986), him
23

% Amzulian Rifa’i, Dkk. Wajah Hakim dalam Putusan, (Yogyakarta :
PUSHAM UII, 2010), him 56
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i
2. Kerangka Konseptual

dikemuKakan beberapa Kérang
yang diadngkat, diantaranya:

a. Eksekusi

Pekerja dalam penelitian ini tentunya tidak tahu bagi mereka apakah
alasan perusahaan tidak mau memebyarkan hak mereka, yang jelas bagi
mereka gugatan mereka sudah dikabulkan oleh Pengadilan dan kenapa
sampai saat ini mereka belum juga mendapatkan hak-hak mereka. Ketika

mereka belum juga mendapatkan haknya maka mereka merasa keadilan

Untuk - menghindar aa pengertian

mengenai berbagai ist ( dalan itlan ini, maka

dengan judul

il

F ian pelaksanaan AutUsa ] Kamus Besar

asa itara lain ber

bl
A

L

IN@gris—ya hana berasal

aksanakanonis pengadilan. Kata-kata
eksekutorial sendiri berart kalimat “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”. Sedangkan menurut pendapat para ahli yang dimaksud
dengan eksekusi adalah :

1. Menurut Subekti dan Retnowulan Sutantio
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Subekti dan Retnowulan Sutantio, mengalihkan istilah eksekusi
dalam bahasa Indonesia dengan istilah pelaksaan putusan, sebagai kata
ganti eksekusi diangap sudah tepat, Sebab, jika bertitik tolak dari
ketentuan bab kesepuluh bagian kelima HIR atau titel keempat bagian

keempat RBG, pengertian eksekusi sama dengan tindakan

melaksanakan isi

2

putusan pengadila © ara paksa” putusan

-
D
-

gadilan deng ihakk yang kalah

tidak-mau menj ‘ adefifiasa belakangan ini,
menurut Yahya Harahap, flukum (legal

n) eksekusi atau menjalankan

Pasal 259 Rbg
- Eksekusi riil, berdasarkan Pasal 1033 Rv.

. Menurut M. Yahya Harahap

Bentuk-bentuk eksekusi diklasifikasikan menjadi 2 kelompok,

yaitu sebagai berikut :
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- Eksekusi riil, yaitu melakukan suatu “tindakan nyata/riil” seperti
menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau
rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menghentikan
suatu perbuatan atau keadaan;

- Eksekusi pembayaran uang, yaitu membayar sejumlah uang.

M{'ﬁgeﬁﬁ If)kse i atas, hampir tidak

’gmedaan’ “karena ekseku3| meiakukan sesuatu pada dasarnya

sama dengan e

b. Putdsan Pengadilag ﬂa:
\
Q‘

-l

Putusan Pengady Q

-

akim sebagai

Pejabat Negara pada Makal 2jabat  kekuasaan
kehakiman pada Pengadilan' Tin j \ itau YP@ngadilan | Negeri yang
meldksanakan : S J \ ang diberi Menang untuk
itu ya an di persidanga menyelesaikan

' yang oleh

sen 3
4 : k‘_“{’ diucapkan
»: “‘ ’ i Tk 3 ~ 8 dlka atu perkara

ﬂ"f

Sesuai dengan keten P 178 HIR, 189 Rbg apabila
pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan

musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses

2 Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi. (Bandung:
Mandar Maju, 2005), him 156

%8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta:
Liberty, 1993), him 174
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pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari
tergugat sesuai Pasal 115 Rv yang dibarengi dengan replik dari penggugat
berdasarkan Pasal 115 Rv maupun duplik dari tergugat dan dilanjutkan
dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah
tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses

selanjutny. a i uca tusan. Mendahului
UNIV E'w_kf“amﬂ‘\ﬂq%
penducapan putusan— “ifulah tap_ “musyawarah bagi Majelis untuk

—

mengntukan putusan ey kepada| pihak yang
berperkara:?* Dengag “\‘Q) il pendadilan maka
ada kepastian hak ‘ ‘\R' ) ' t persoalan dalam
perkara yang telah diputuskan

Perselisihan Hubungan Industial

bDH | dalaagket !\ mummimeayebltkan bahwa
b o 4
l! n—Ind ol ol Dendapat  yang

u p.. ' pengusaha

.;- ybufuh 4 ika afserikat aadanya
Un ‘

Persglis

meng
de

Y epeftifigan, goerselisinan
pemutUSamddh @ﬁﬁ\/.\
)

buruh dalam satu perusahaan.

- Perselisinan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak

dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran

2 Yahya Harahap, Op, Cit, him 797
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terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian Kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

- Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam
hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai

pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan

dmﬁmgtlﬁwwnamlan kerja

ker ;amcl;_/f | —

- Rerselisihan pem a_adalah perselisinan yang

timbul - karena "’q\) Plidapal  mengenai

«- )Y

gakhiran hult \
\

-
D
-

) 3 satu pihak.

- Rerselisihan antar serika alah | perselisihan

ara serikat pekerja/serikat 0 } pekerja/serikat

;-f

i \ dengaf] serikat
)
|

a_dalam tidak adanya

Ié"‘;"""h oty & E ’;-{“44 ar adalah

perjanjiam=kelf8, perat .-t-ﬂ--‘)"rum-r - U BatRiPerjanjian Kerja
Bersama (PKB)®. Sedangkafme t Khairani Perselisihan Hak adalah

adn hak, dan

)

perselisinan yang timbul karena dilanggar hukumnya, baik yang berada

pada peraturan perundang-undangan, dalam perjanjian Kkerja, peraturan

% alu Husni, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui
Pengadilan dan di Luar Pengadilan. (Jakarta :RajaGrafindo Persada, 2012), him.
45
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perusahaan, atau perjanjian kerja sama. Sehingga Perselisihan Hak objek
sengketanya adalah tidak dipenuhinya hak yang telah ditetapkan karena
adanya perbedaan dalam implementasi atau penafsiran ketentuan peraturan
perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau

perjanjian kerja bersama yang melandasi hak yang disengketakan®'.

yang peruta 1an terhadap
substansi  hukum yaa E0Ngkan menunut Khairani

Persglisihan  Kepenti a" kum dan/ atau

D

perubahan  terhadajisst ""~ 2hlingga objek

)
sangke 0

tanya adalah Kepenting esesUaian paham/
penda

D

—
J

at-mengenai pembuatan, dar }I' I pefullahan syarattsyarat kerja

. /
DEr|a dll K€ - d

( rusahaan, atau

yang djigiaplaimea
.
perjan| :

itan dengan

Jike :st“ chr gé "’/']J- g di PHK
7 AW

asusnya ke

U - E S
lembaga -u‘:»..r: % %y‘, BAFPHI Perselisihan
Hubungan Industrial dapa salkan melalui lembaga di luar
pengadilan dan atau melalui pengadilan. Pengadilan berfungsi untuk

menilai apakah PHK yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku

3! Khairani, Op. Cit. him. 16
% Lalu Husni, Op. Cit. him. 45
% Khairani, Op. Cit. him. 16
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atau tidak/ penerapan hukum termasuk pemberian hak-hak yang harus
diberikan akibat dari terjadinya PHK .

Peselisihan antarserikat pekerja/ serikat buruh adalah perselisihan
antarserikat pekerja dalam satu perusahan sebagai kasus yang dapat

diselesaikan oleh pengadilan perselisihan hubungan industrial adalah

SEbMWH@aWHBaHQL r 21 Tahun 2000
AS
tentang Sel/,t,.Peker]a/' ~Serikat Buruh™(0U- SP/SB) yan emberikan

kembdahan bagi pekes tKN pbentuk @rganisasi di
tingkat |perusahaan. ) «;‘aw ja|dapat dibentuk
apabila di-dalam sué ﬁ tang pekerja.®

-
=)

engadilan Hubungan pengadilan

khusus ng berwenang

<
)
=

Q
=
=
@
=,
=2l
c
=
—
=
D
=
S

Q
o~

merlet el aadad il almsieihadap | perselisihan

hubt al pada setiap

1bukota Provinsi

) BN 1. .,;;‘...--.J d
' _&:ﬂj usus pada

*---.i'i"f fagan Industrial
GSP

ot dep-pada-PernadiBMNegeri Setempat.
&“\\V"N"

Pengadilan Hubungan Thdustrial bertugas dan berwenang memeriksa

dibentuRderdgdh ke

dan memutus :

1. ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;
2. ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
3. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

% Op. Cit, him 227
% Op. Cit, him 228
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https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemutusan_hubungan_kerja&action=edit&redlink=1

4. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat
pekerja / serikat buruh dalam satu perusahaan.*

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik,

sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah

ditetapkan, .makalﬁv——_ ITrAISirAMD\Eptgnhh—cata dengan

menggunakan metcude*p’énelltlan.

1) Sumber dan jenis data
Data-data yang te

researchy yaitu melalui géne

data yanI diperoleh melalui Libra
a

perpustakaan, diantaranya :

a. Perpls

b. Perpus

melalui Field

itambah dengan

pada beberapa

lapangan yang diperoleh dari Pengadllan Hubungan Industrial pada Negeri

Padang.

% Muzni Tambusi, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

(Jakarta : Pub. Depnakertrans, 2005), him. 16
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b. Data sekunder, yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh dari
penelitian kepustakaan yang terdiri dari :
1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan
terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

M— etenagakerjaan
D g R SITAS RN B o ceroer

)| Undang-Undang Nomor |2 Tahun—2004 Tentahg| Pengadilan

Hubungan Indygisi

Undang-Undz ""\,‘0 ahgPeradilan Umum.

{ Sy

\13

Putusan Pengadilan engadilan Negeri

)| Putusan Ma

PHI/2015 jo.

IESUS-PHIR2014/PHIPDG.

las 1A Padang Nomor': 9/P /

i
:) Rahanh 1 ’ ,..—-’;J h \‘

2) Ba ekunde ng-Mel emgenai bahan

am.

3) |Baban ok &rsie Myan f'{’r petunjuk

A\ S
-_mﬁfé'?;wef‘s%
T (==
2) Sifat penelitian &
Penelitian yang dilakukan adalah bersifat deskriptif yang bisa
memberikan gambaran yang luas tentang problematika pelaksanaan putusan

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Padang.

¥ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) him. 32
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3) Teknik pengumpulan data
Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui :
1. Studi dokumen
Pada tahap ini penulis mempelajari dan menelaah beberapa dokumen

yang ada dan tersedia di Pengadilan Hubungan Industial pada Pengadilan

Negeri Kl UN‘%qagWﬂg(WWﬂﬁri AS tahap awal dalam
men analisu@susﬁnt’Séﬁemmté%_Pé‘raturan_l?_g_@dang-u dangan dan

peraturan lainnya, sertz -~ -~ )

2. Wawarcara ﬂa 'y
)
\

muka | (face-to-face), ketika 3 ara f[mengajukan

pertdnyaan-pertanyaan yang 'diran fll

| \

Wawancara (

p—tq

ibadi bertatap

untik§ memperoléh jawaban-

gada seseorang

nakan metode

aly (pertanyaan

Data yang telah dikumpulkan diolah dengan melakukan editing dan

klasifikasi data agar dapat disajikan secara sistematis. Data yang telah disajikan

% |bid, him. 82
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dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menilai berdasarkan peraturan
perundang-undangan, teori, logika untuk menarik kesimpulan dengan cepat.
5) Pendekatan masalah
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (empiris legal

research) yaitu penelitian empiris yang berusaha untuk memaparkan segala

fakta dan gejal uwgwﬂegkﬁﬁiﬂ Eks i-putusan Pengadilan
— uNl ’ ALA
Hubung Ind_usWMg[ﬁ?d&sﬁrkan\pemﬁatan metode empiris

~

tersebut, P

eneliti akan meng dan

kemudiafl  menghubungig

lapanganj y {4 perkara-perkara

Perselisilan Hubungan Industrial anfhukum tetap

yang telah iéjukan:_permohonan.
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